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TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

bahwa berdasarkan adanya penyesuaian pergeseran antar objek
dalam jenis yang sama, Pergeseran antar rincian objek dalam
objek yang sama, Pergeseran antar sub rincian objek dalam
rincian objek yang sama, serta sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, guna tertib administrasi dalam hal penatausahaan
SKPD, maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan
melakukan pergeseran anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Nomor : 56 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);




3.

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);




11.

12.

13.

14

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);
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18.

19

20

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

22.

23.

24.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana diubah dengan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);




25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

27.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2024 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 56 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 56), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar
Rp447.347.400.138,00 (Empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga
ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah), yang terdiri atas:

belanja gaji pokok ASN;

belanja tunjangan keluarga ASN;

belanja tunjangan jabatan ASN;

belanja tunjangan fungsional ASN;

belanja tunjangan fungsional umum ASN;
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(2)

3)

(4)

(5)

belanja tunjangan beras ASN;

belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

belanja pembulatan gaji ASN;

belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

belanja iuran jaminan kKecelakaan kerja ASN;

belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan semula sebesar Rp322.674.108.843,92 (Tiga ratus dua
puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan
ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen)
berkurang sebesar Rp272.145.096,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta
seratus empat puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga
menjadi Rp322.401.963.747,92 (Tiga ratus dua puluh dua miliar empat
ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat
puluh tujuh koma sembilan puluh dua rupiah).

Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan semula sebesar Rp33.785.614.221,92 (Tiga puluh
tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas
ribu dua ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen)
bertambah sebesar Rp164.487.364,00 (Seratus enam puluh empat juta
empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat
rupiah) sehingga menjadi Rp33.950.101.585,92 (Tiga puluh tiga miliar
sembilan ratus lima puluh juta seratus satu ribu lima ratus delapan
puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen).

Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.906.613.252,01 (Delapan
miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus
lima puluh dua rupiah satu sen) bertambah sebesar Rp7.215.000,00
(Tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp8.913.828.252,01 (Delapan miliar sembilan ratus tiga belas juta
delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah
satu sen).

Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan semula sebesar Rp13.920.621.619,00 (Tiga belas
miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu
enam ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp9.150.000,00
(Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi
Rpl13.929.771.619,00 (Tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh
sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan
belas rupiah).




(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rpl3.102.779.381,01
(Tiga belas miliar seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan
ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah satu sen) bertambah sebesar
Rp62.262.300,00 (Enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua
ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rpl13.165.041.681,01 (Tiga
belas miliar seratus enam puluh lima juta empat puluh satu ribu enam
ratus delapan puluh satu rupiah satu sen).

Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan semula sebesar Rpl16.825.401.369,91 (Enam
belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus satu ribu
tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen)
berkurang sebesar Rp64.904.088,00 (Enam puluh empat juta sembilan
ratus empat ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi
Rp16.760.497.281,91 (Enam belas miliar tujuh ratus enam puluh juta
empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu
rupiah sembilan puluh satu sen).

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp2.962.363.580,98
(Dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh delapan sen)
bertambah sebesar Rp93.932.301,00 (Sembilan puluh tiga juta
sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) sehingga
menjadi Rp3.056.295.881,98 (Tiga miliar lima puluh enam juta dua
ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu
rupiah sembilan puluh delapan sen).

Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan semula sebesar Rp39.639.954,25 (Tiga puluh
sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima
puluh empat rupiah dua puluh lima sen) bertambah sebesar
Rp2.219,00 (Dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga
menjadi Rp39.642.173,25 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus empat
puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen).
Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp30.509.079.712,00 (Tiga
puluh miliar lima ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh
ratus dua belas rupiah).

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp771.149.888,00
(Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu
delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp2.310.748.787,00 (Dua miliar
tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh
ratus delapan puluh tujuh rupiah).




(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan tetap
sebesar Rpl.539.279.528,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh
sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua
puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16
Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar
Rp284.328.138.906,00 (Dua ratus delapan puluh empat miliar tiga
ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan
ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
ASN.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar
Rp83.791.195.327,00 (Delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan
puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh
tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp9.159.318.189,00 (Sembilan miliar
seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus
delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi
Rp74.631.877.138,00 (Tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh
satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar
Rp2.406.906.450,00 (Dua miliar empat ratus enam juta sembilan ratus
enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar
Rp8.089.760.259,00 (Delapan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh
ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga
menjadi Rpl10.496.666.709,00 (Sepuluh miliar empat ratus sembilan
puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus
sembilan rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula
sebesar Rp1.848.659.250,00 (Satu miliar delapan ratus empat puluh
delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima
puluh rupiah) bertambah sebesar Rpl1.878.432.795,00 (Satu miliar
delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua
ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi
Rp3.727.092.045,00 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta
sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah).
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(5)

(6)

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar
Rp92.056.732.157,00 (Sembilan puluh dua miliar lima puluh enam juta
tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)
berkurang sebesar Rp808.874.865,00 (Delapan ratus delapan juta
delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima
rupiah) sehingga menjadi Rp91.247.857.292,00 (Sembilan puluh satu
miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh
tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap
sebesar Rpl104.224.645.722,00 (Seratus empat miliar dua ratus dua
puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua
puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota
ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal \2 Moret 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Dlundangka.n di Mataram

‘\ DAERAH KOTA MATARAM,

AN
LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 3

Paraf Hierarki .
Sekretaris Daerah {
Kepala BKD L
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan
Paraf Koordinasi |
Plt. Asisten Administrasi Umum A

Plt. Kabag. Hukum




RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

Lampiran | :

KOTA MATARAM

Peraturan Kepala Daerah
Nomor ; 3 Tahun 2025

Tanggal : 12 Maret 2025

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025
KODE URAIAN Jﬁiﬁ'ﬁ“{f?pl Jﬁﬁsi_'im';p) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

44 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 608.828.490.856,00 608.828.490.856,00 0,00
41.01 Pajak Daerah 291.086.984.024,00 201.086.984.024,00 0,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
4.1.01.09.01 Z?}.;:;?;I"'ame B Eoaivydteta 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0.00
4.1.01.09.01.0001 :g;m'ame Fapan/Biibo s Videotmrd 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
41.01.09.05.0001 | Pajak Rekiame Berjalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
41.01.12 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
41.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
410112.01.0001 | Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
41.01.15 ﬁg{iﬁg::’i{ggggg‘g““a“ Beiicienndan 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 0,00
4.1.01.15.01 PBBP2 29,000.000.000,00 29.000.000.000,00 0.00
41.01.15.01.0001 | PBBP2 29.000.000.000,00 29,000.000.000,00 0,00
41.01.16 (B.fF?HP%')’*e*’a“ Fisic s Tamah. e Bangdnan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
41.0116.01 BPHTB-Pemindahan Hak 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
41.0116.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 126.000.000.000,00 126.000.000.000,00 0,00
4.1.01,19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.01.0001 | PBJT-Restoran 38.400.000.000,00 38.400.000.000,00 0.00
4.1.01.19.01.0002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 1,600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00
4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.03.0001 | PBJT-Hotel 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
4.1.0119.040001 | PB-T-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-03-17 0B:45:15

Halaman 1




SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
R 2 3 4 5
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
b3 Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

SIPD-R! : dicetak pada 2025-03-17 08:45:15

Kota Mataram, 12 Maret 2025

H.

Walikota

HAN ROLISKANA

Halaman 31




KOTA MATARAM

Lampiran I :

Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH
SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / DASAR
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) | HUKUM
4 PENDAPATAN DAERAH 1.890.772.933.655,00 |  1.890.772.933.655,00 0,00
4.1 (P:ED";DAP ATAN ASLI DAERAH 608.828.490.856,00 608.828.490.856,00 0,00
4.1.01 Pajak Daerah 291.086.984.024,00 291.086.984.024,00 0,00
4.1.01.00 Pajak Rekiame 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
Pajak Reklame

41.01.09.01 A T e M 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00

Pajak Reklame
410109010001 | o o e Viteatron Megatron 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00
41.01.09.02 Pajak Reklame Kain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0.00
4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
41.01.12 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
41.01.12,01 Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
41,01.12.01.0001 Pajak Air Tangh 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

Pajak Bumni dan Bangunan
410115 L sl i e O 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 0,00
41.01.15.01 PBBP2 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 0,00
41.01.15.01.0001 PBBP2 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
410116 PO b 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
41.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
41.01.19 - J’:.E)“a" Barang dan Jasa Tertentu 126.000.000.000,00 126.000.000.000,00 0,00
PBJT-Makanan dan/atau

41.01.19.01 i 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 38.400.000.000,00 38.400.000.000,00 0,00

PBJT-Penyedia Jasa Boga
41.0119.01.0002 | Lo\ FOS1 1,600.000.000,00 1,600.000.000,00 0,00
41.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00

PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik
41.01.19.020001 | . PEJTON 48.000.000.000,00 48.000.000.000,00 0,00
41.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00
41.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

SIPD-R! - dicetak pada 2025-03-17 08.45.25

Halaman |




6.1.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

66.200.000.000,00

66.900.000.000,00

0,00

6.1.01.03

Pelampauan Penerimaan
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah

16.900.000.000,00

16.200.000.000,00

0,00

6.1.01.03.03

Pelampauan Penerimaan
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

16.900.000.000,00

16.900.000.000,00

0,00

6.1.01.03.03.0001

Pelampauan Penerimaan
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

16.900.000.000,00

16.900.000.000,00

0,00

6.1.01.05

Penghematan Belanja

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

0,00

6.1.01.05.01

Penghematan Belanja-Belanja
Operasi

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

0,00

6.1.01.05.01.0001

Penghematan Belanja
Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-03-17 08:45:38

Kota Mataram, 12 Maret 2025

Walikota

H. MDI-I N ROLISKANA

Halaman

4
1

8

80




L URLLE[RH

GFGRAD LL-E0-5208 eped YERRXp | id-OdlS

00'0 00'000'005Z2 00'000°0022 SOE-dSO8 eueq yeqiH efuepg | g1
00'0 00'000'000'SZ 00'000°000°SZ SOE-dS08 eueq yeqiH efueeg | 1
00'0 00'000°00¥'L0Z 00'000°00%'L0Z SOB-dSOA Bueq yeqiH eluepg | €1
00'0 00'000°000'SZ 00'000°000'52 SO8-dSO8 Bueq YediH elueleg | zi
00'0 00'000°0S6'€2€ 00'000°056'€2€ S08-dSO8 eueq yeqiH eluejeg | |1
00'0 00'000°000°SE 00'000'000°5€ SO@-dSO8 Bueq YeqiH eluejeg | o}
00'0 00'000°050°209 00'000°050° 209 SO8-dS08 eueq yeqiH efueeg | 6
00'0 00'000°000°SZ 00'000'000°5Z SO@-dSO8 eueq yeqi elueeg | g
00'0 00'000°00 952 00'000'00595Z S08-dSOd eueq YeqiH efueleg | 2

Jeseq yejoyes sQg eueq ueejojebuad

00'0 00°000°000°€L1'L 00'000°000°€L1'} NV1VIO3) 8NS Ya¥d HYEIH HYINNF

000 00°000°000°S} 00°000°000°5} Jelisiag ejeseyns ‘eqelN ebequieT uep uepeg %mn:mﬂﬂ;:ﬂﬂ»ﬂmﬁﬂﬁm%wm 9
00'0 00'000'000'001 00°'000°000'00% o mﬁa:mﬂ.wﬁmﬁmﬁmﬂﬁ%m g
00’0 00'000°000'00Z 00'000°000'00Z weselep WYHYIYW 8vETY 1NN Las | ¥
OD.H— DD.ODDQOO@m_‘ 00°000°000°864 jeysieg epieyng .gw_‘__z mmﬂn_..cﬁu_ uep uepeg mﬂ@ﬂﬁﬂﬂ@xzﬂ”ﬁ”“ﬂ”v““”%w €
00'0 00°000°000°00% 00'000°000°00% eszn uBUBdWY 'LGON OIINS IPY I weseje Awapeoy efed Iy uesekes |z
00'0 00'000'000°00Z 00'000°000°002 les uewey o ues uswe | ‘o) e1sauopul jewn efeyed uesekes | |

ye|0YaS SEYI|I}) UBP BLUBIESElY ‘BuBlEg UBUNBURqWa

NVMIQIONZd SVNIO
(dy) HIS3s Eﬂﬁﬂ_mﬁm.. aﬂ_:_..__mw_mmﬁ VINIMENSd LYWVTY VIININId VWYN ON

G202 NYUVOONY NNHVY.L
HYSEIH IH389N3d AdXYS VL¥3S VININZLIA ONVA ONYN VdNY3g HYEIH ISYMOTY
NYHVYS3g Nvad LYYV ‘VININENId YWVYN ¥Y.L4vad
NVEHVYLYIN V1OM

Buen ednieg yeqiH
GZoZ 12BN Z| : |[eBbue | . -

GZOZ Unye_ ¢ : JOWON
yeieeq) ejeday| ueinjeiad : ej|| uelidwe




LE UBWE|EH 06:GH:00 £ L-E0-G202 EPEA YRIAP | jy-COciS

YNYXSITOY ﬂIOS_ 'H

BIOYIBM

GZ0Z 18/ | ‘WEIBBH BIOH

00'0 00'009°89.'898°'C 00°009'99.°898°¢ MLLUTOd NVYQA VSONYE NYNLYSIM NYOVE 0dMS YOVd HvEIH HYTNNnr
(dy) HY NN (d¥) HYIANE
(dy) HISIN3S HYans3s Wn13g3s VINI¥3INId LYNYTV VINIMINTd YNYN ON




L UBLIR|eL

LOVAE80 £ L-E0-G208 eped Yejaop | 1M-GdlS

efeqnpues
. ; y ute Yeyid/eBnay| yeud o
00'0 00'0 00'0 g ol Bk e i 20) Iﬁw__ﬂ%m mﬂwﬁumwgz_ﬁumm_w WnHNTIanasL | 6
efeqnpues
; ; ; ute] yeyid/ebuey yeuld Gy
00'0 00'0 00'0 epedenumBcH Bosk wewr (ged 90| I:Mmﬂn_pmm ﬂmz mawzzwﬁ.mm_w HnHNTIaNEML | 8
eAeqnpuag
: ; " ure] eyld/ebiey yeud -
00'0 00'0 00'0 BRIl oGk Sy aatfed 90y Iﬁmﬂawﬂ“md‘ Bw___mwzz%m_w dnHNTIanaML | 2
ure Yeuid/ebuey seuld BASqnpOnS
000 00'000°000°€ 00'000'000° T haad s s 28| rc_”mﬂﬁwmﬁm MELE NIVEYS ynHNTIaNEML | 9
elegnpues
‘ t s . ure yeyidrebnay yeuld miirh
000 00'000°000°'9 00'000°000°9 G LG BUBK 6957 05 a8y _.“__m-_mﬂnmﬁm %mmwzz%_ﬁ_m_w dNHNTIGNEML | S
. urer] yeulgrebney Jeuld : i i
00°0 00'000°000'6 00'000'000'6 ORI e N R oay] L__Mﬂnmm (o“m hsmwwzzﬁﬁmﬂw HAHNTIONENL | ¥
efeqnpues
i ; o s uie] yeyid/ebney yeul e
00'0 00°000'000°Z€ + 00°000'000°Z€} s st Bk et s a6 KBS /0 MK L NIV ¥nHNTIanaL | €
uie Yeuld/eBrey Yeuld muedury DoY)
00'0 00'000°000°€ 00'000'000'€ iy lilbglaciey BGC ety Ui | us_ma_& w_n,_quwﬂm__mmﬂ w@mﬁﬂ 8N1ND TNHIMNYL SHL | 2
e Yeyid/ebyey Yeuld USUSaly oo
1] s ‘. 1 - 1 E -
00'0 00'0 00'0 ihadion isbyadict BUe/ anap yadeg | TRE n“ﬁw_“ﬂ %%wwwwuﬂ._u mmw mﬂﬁﬂ 8N0IND INYIMNVLSHL | L
anvd seyipn uep
euRIESElg ‘BURIES UBUNBURqUaY
" NYMIGION3d SYNIQ
(dy) HYTNNE (dd) HYINNP
(dx) HISN3S Frivid- Ay it MNIN3E VINININId LYWV TY VINRIENId VINYN ON
5202 NYHVYOONY NNHVL

G207 194e 2| - [efibue |
GZ0Z unye| € : JOWop

yeiaeq ejedey ueimesad | q||| ueldwen

HYEIH N3SN3d dMS V.183S VININTLIA ONVA ONVEVE VdNd38 HYEIH ISYM0TV

NY¥VS38 Nva LYINVTVY ‘VINIMENSd YWYN ¥Y.L4va

WVAVLVIN V1OM

eser/Gueieg edniag yegiH




J UBWERH H'96:80 £4-£0-G202 Bped Y2I20p | 14-TdlS
YNYMSITO z—.\IOE 'H
NI
GZ0Z 1218 ZI 'Weielel ejoy
00'0 00'000°000°SEL 00'000'000°SE} VOVNHVIO NVa NYVANIW3d3X SYNIQ AdMS VaVd HYEIH HYTNNE
00'0 00'000°000°SE L 00'000°000°S€ 4 NVLVIO3Y SNS YaVd HYEIH HYTNNP
uejeyeIRASEWaY| [B1SOS Jesieg
00'0 00'000°000°08 00°000°000°06 BjaIBxNS ‘eqelIN eBequie] uep eseBouenies MEW Inpay | 9
uepeg epedey Bueseg yeqiH eluejeg
uejeyRIRASELWIS)Y [BISOS jRNsIog
00'0 00'000°000°05 00°000'000°05 elIBNg ‘BqBIN BBRqUIST UBP soluopy di'S “ekepiH Inws| | 9
uepeg epedey Bueieg yeqiH eluejeg
(d) HISIT3S (chd) HvTWNF (d) Hywnr MNiNag VININENSd LYYV VININANId YIWYN ON
HYANS3s Wn1383s




| uilEgeH

ELOPRO L L-E0-G208 epad Y2190 1H-OdlS

oo'o 00'0 00'0 eBiguway'inu . ninBen HY10S NOVd NYMYOXOd | 0L
00'0 00'0 00'0 jeseq Buodwefl ueBunybuy wieN feq uejer 1nieq efepipng eyesn sodwojgy | 6
00'0 00'0 00'0 BIEIN ENED|9)'sew-se Bueey yBury JMNSNT L, HYMYL HIV NV NVIVAMOd | 8
oo'o 00'0 00'0 smiBuerGuexBuny HWHHIE YN, NWIVOXOd | £
00'0 00'0 00'0 uejejeg N6BuUY nieg ONVHYM ONNINY.L NYI INY.L3d MOdWOT3N | 9
00'0 00'0 00'0 Buefes - buefeg'akeq Buehes ¥V NYVE NYIVAMOd | §
g0y usjednge) yeseeq
(njesg) | wepep ue| ueedepipnguad eueleseld uee|paiuag
00'0 00°000'000°0€ 00°000°000°0€ NVLVIOaX 8NS vavd SOSNVE HY AN
. PO s WBIBJEW BIOY BIBCUENOS UBJELUEISY
000 0000000004 00°000°000'04 Bueiey Bunlue) UBYEINISY UNEQUIBS UEBUNYBUT] (Il veinquioy ueAeieN yodwoje)] MS)) PIUEM leuns | ¢
: e fr WielRjE B]O) BlaqIRNag UBjeLIBIaY
00'0 00°000'000°0L 00'000°000°0 Bueiey Bunfue| UBYEIN|ey Uneqwes Lebunybur] | uenquay uelejen yodwoiey | €
. — o s WBIBJE} BJOY Bl2CIENeS UBJEWIBIDY
00'0 00°000'000°0L 00°000°000°04 Bueiey| Bunfue | UEYeIn|ay] unfequisg ueBunyBur| (i uenquiay uekera Xoduioey enisy) lusmy | Z
|98y uedejay sejisedey uebuequabuag
NYNVMIN3d SYNIQ
00'0 00°000°000°00S 00'000°'000'005 TVISOS SWNIQ Qd)S YaVd SOSNVE HVINNr
00'0 00'000°000°00S 00°000°000°00S NVLVIOaX 8NS Yavd SOSNYE HYTNNP
000 00'000°000°005 00'000°000°00S weleepy ejoy uefewey ueunjues ewsuad suem |ye efisenjey 1
eBienjoy ueesajyelasay| [eisog uenjueg ISe}||ISE]
IVISOS SYNIA
(dw) HvINNE (dy) HYINNP
(dw) HISN3s Hvansas NN1383S YINININTd LYY TY VININ3NId YINYN ON
G202 NYHVOONY NNHVL

TVISOS NYNLNVE RNISNEd AdXS VIN3S YININILIA ONVA ONVN VdNH3E TVISOS NVYNLNVE ISYMO0TY

NY¥VSId NVA LYWVYTY ‘VININIANSd YWVN dvL4va

WVHVLVIN VLOM

Buen ednieg |eisog uenueg

G20z 12/eN Z) : febbuey
GZ0Z unya | € ! JOWoN
yeiseq Ejeday uBINBISd : BA| uBndweT




BB e £L9800 LL-L0-G202 eped ¥R1aop | 14-C4iS

YNYHSITOHWYHOW 'H

\

E10NlIEM

GZOZ 19/B | Z| ‘Weleley B0y

00'c 00°000°006°05} 00°000°006°0S 1 _Gz<u_<n_<._m_m NVLYWVYIIN AdMS VAVYd SOSNYE HYTNNr
00'0 00'000°006°0S | 00°000°006°0S1 NVLVIO3X ans vavd SOSNVE HYT1NNr
00’0 00'000°000'GL 00°000°000'GL lereg mnBeg »6ury LvYdvE NLNO39 YaNW3ad YVYrNve | 22
(dd) Hv NP (dd) Hy e
{(dy) HIS13s Hvansas Wn13g3s VINIE3ENId LYYV VINIMINTd VINVYN ON




| LElee

YNYASINOYH NYHOW 'H

|

e 1

GZ0Z 19BN 2| 'weieiejy eloy

LS00 21-L0-G202 BRed yeranp

CfdedlS

o' 00‘0 00‘0 NVINV.L¥3d SVYNIQ adXS vavd SOSNVE Hywnr
000 a0‘o 0o‘o NVLVID3IM 8NS VaVd SOSNVE HYTANr
) . . B}9d uejenquad esep-sieisadg
000 00a 000 ISUBJNSUO)Y ESE( UEGEE wesejepn glad ugjenquisd Ise)nsuoy ebyey yeuld eser I
g0 jualednqgey |p uepnfuejeyiog uebued uejuepag
uefiuepes ueyer uep ueye ‘uesemey ejod ueunsnfuag
NYINY.L1¥3d SYNIQ
(dy) HvINNr (dy) HvTIANr VININIANId
(dd) HISI3S HvYansas WN1393s MNLN39 LVAYTY VINIHINId VINYN ON
GZ0Z NVHVOONY NNHVL

TVISOS NVNLNVE NIEGN3d AdXS VIN3S VININZLIA ONVA ONVHVE VdNA3E TVISOS NYNLNVE ISYIOTY

gzoz 18ien g} : [eBBuey
GZ0Z UnyeL g . JOWoN

NV¥VYS3E NVA LYWYTV VINIMINId VIWVYN dV.1dva

yesee( efeday ueinjeiad : g uesdwen

AVIVLVIN VLOM

esep/Bueleg edniag [Bisog uemueg




| Uetiez|ey REQED0 £L-E0-GE02 eped ¥e1ooip ! M-S

YNYMSITOU\NYHOW "H

EI0MI[BM

GZ0Z 10JEW 7| 'WeIRlEl Bl0Y

ONOSOM NYHOdVY1 Y.Lva
(dy) HvIWNe (dx) HYIRNE
(dy) HISN3s Hvansas Wn1agas VINIY3N3d LYAVTY YIWININId YNYN ON
GZ0Z NVHVDONY NNHVL

NYSONVYNIM NYNLNVE [H3E8N3d dMS V.1H3S VININE LI ONVA NNAIN Lydisy3a
NYONYNIM NVNLNYE NYAVS3E Nva LYWVYTV ‘VINIMINId YIWYN ¥v.Ldva
WYHYLVIN V1OM wnuwpn ueBuenay uenjueg
202 19Je 2  [ebbue] o
5202 UNYeL € : JOWoN
yeise(] ejeday| ueimesod : BA uendwen




YNYHSITOHYWVYHOW 'H

gjo4l[em

GZOZ 12Je Z| 'welejep ejoy

GHOFB0 LL-E0-GZ0T Bped yejoop

1&-0diS

00'0 00'000°05€'LYSE 00°000'05E"LYS'E HY3Va NVONVNIM NYAVE OdMS VaVd NYONYNIX NYNLNYE HYTANE

00'0 00'000°05€°L¥SE 00°000°05€"L¥S'E NYLYIO3IM 8NS VAVd NYONYNIN NYNLNYE HYTINNE

00'0 00°000'000°00S" L 00'000°000°008" L ISUINDJd YejuLawa epedey snsnyy ueBuenay| uenjueg eluejeg z

00'0 00°000'06E°LF0'2 00°000°0S€'L¥0'2 ISulno.d Yejupswad epedey snsnyyj uebueney uenjueg eluejeg I
ueBuenay uenjueg ueinjeAuad UEp UBBUEDUBIa S|Sl|BUY

HYY3VQA NVONVNIM NYava
(dy) Hv NP (dy) HYIWNr
(dy) HISI3S Hvansas WN1383s VINIYANId LYRVTY VNINENTId YIWYN ON
GZ0Z NVHVOONY NNHVYL

GzZ0g 1eue 2| : |eBBue)
G202 unyeL g : JOWOoN

yeuoe(] ejeday| ueinieled

NYSONVNIM NVNLNVE MISN3d AdMS V.1H3S YININILIQ ONVA SNSNHX 1V4ISH3d
NVONYNIY NVNLNVE NYHVSIE Nvd LYIWVTY ‘VINRNENSd VINVYN dvLdva

L gA uendwen

WVHVLVIN VLOM

snsnyy uebuenay uenjueg




| ueluejey

A4 IMOYWVYHOW 'H

BIONEM

GZOZ 19Jel 2| ‘Welelep eloy

2GOF80 LL-E0-5202 BREU HEIRIP | [-OdS

ONOSOX NYHOdY1 Y1va

(d) HYINNP (dy) HvIwnr VININENI LYWYTY

(dal) HisIT3s Hvansas WN1383s

VINIYINTd YNVYN ON

SZ0Z NVHVYOONY NNHYL
N3ALVdNEvX HYLNIRNIW3d VAVdIM HYEIVA MVIvd TISYH 19vE
VINY138 NVaVYS38 NVA LYYV ‘YWIHINId YIAYN dV.L4va
AVIVLIVIN VLOM
6Z0z 1e1eN | : |eBbuey,
§Z0Z UNYe ] ¢ : JOWoN
Yeiee(q e|edey| uBINEISd : B|A UelidweT

usjedngey yejuuewed epeday jeled |iseH 16eg




| UReE Y QLO-80 £ L-E0-520¢ eped 3e18aip | iH-ddiS

v 104 NYHOW 'H

EJONIEM

GZ0Z 18Jep 7| ‘wWelelepy ejoy

ONOSOM NVHO0dY1Vivd
(dM) HYINNE (dy) HYINNr
(dy) HIS3S HYansas Wn1383s YINIHANEd LYWVTV YWIHANId YINYN ON
GZ0Z NVHVYOONY NNHY.L

VLOM HYLNIHMIN3d YAVdIX HYH3VA MVIvd T1ISVH 19va
VANY138 NYYVS3E NVA LYWVYTV ‘VINIMINId YINVN dVv.i4va
WYHVLVYIN V10X BJO) Yejupsiwed epedey yeled liseH 16eg
gZ0ozZ 12 Z) : [ebbue | T o
§Z0Z UNUeL £ | JOWON .Tjj

g

yeseeq] ejeday| ueimEIed : gjA uesdwe] iy




| LR

v TOH WYHOW 'H

BIONI[BAA

GZOT 1918 T| 'WeIeIB Blo)y

EELPEO LLEG-G208 Bped YBI00 | f4-(dIS

ONOSOX NVHOdY1 Viva

(d¥) HISNas

(dM) HyIWNe
Hvansas

(dy) HYTNNe
nNn13a3s

VNIYEANId LYWVTY

VINIMINId YINYN ON

GZ0Z 12ie\ Z| : [eBBuey
SZOZ UNYB] £ : JOWON

yelee( ejedey| ueimeiad : 9|A uendwe

S20Z NVIVOONV NNHV.L

¥S3A HVLNRISW3d VAVd3IXM HYH3VA MVYIrvd TISVH 19vd
VANY138 NYHYS3€ NVA LYNVYTY ‘VININENId YINYN ¥V.Ldva

NYYVLYIN V1O

ese(] Uejulewed epede)y yeled |iseH 16eg




Lampiran VIl :  Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN ——T SESUDAH SELISIH SUMEER DANA LOKASI
(Rp) (Rp}

1 2 3 il 5 6 7
DATA LAPORAN KOSONG

Kota Mataram, 12 Maret 2025
Walikota

H. M N ROL| A




Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 12 Maret 2025

KOTA MATARAM
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OB.JEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

JUMLAH
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH SUMEBER DANA LOKASI
{Rp) (Rp)
1 2z 3 4 5 8 7

DATA LAFORAN KOSONG

Kota Mataram, 12 Maret 2025
Walikota

H. MOH‘ ROLISKANA




